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BAB II 
TEORI 
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 
Wardani et al. (2014) menganalisis sistem dan prosedur penjualan 
dan penerimaan kas untuk meningkatkan pengendalian internal 
perusahaan di Malang dengan cara  analisis data yang meliputi sistem dan 
prosedur penjualan dan penerimaan kas dan aspek pengendalian intern di 
Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi pengabungan fungsi 
keuangan dengan fungsi pembelian, fungsi pajak belum dicantumkan 
pada struktur organisasi, pelaksanaan kegiatan penjualan dilakukan oleh 
fungsi yang terpisah atau tidak tergabung dalam bagian penjualan, dan 
terjadi perangkapan fungsi adminstrasi dengan fungsi kasir. 
Analisis yang dilakukan oleh Rahman (2014) di Banjarbaru terkait 
dengan sistem dan prosedur pengendalian internal penerimaan kas dengan 
menggunakan metode deskriptif komparatif, menunjukkan bahwa 
penerapan sistem dan presedur pengendalian intern penerimaan kas pada 
UD. Sumber Makiah Loktabat masih lemah hal ini masih dapat dilihat 
dari perangkapan fungsi didalam pelaksanaan tugas, khususnya pada 
bagian administrasi yaitu bagian pembukuan merangkap tugasnya sebagai 
kasir dan juga melakukan tugas sebagai pembukuan (pencatatan). Di 
samping itu tidak diselenggarakannya pemeriksaan khusus oleh 
pemimpin perusahaan terhadap apa yang telah dilaksanakan oleh bagian 
pembukuan, karena penulis melihat terdapat suatu kondisi yang ada 
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selama ini di dalam perusahaan yaitu kekurang jelasan tugas-tugas, 
wewenang dan tanggung jawab. 
Iriyadi (2004) mengevaluasi prosedur pemeriksaan operasional 
dalam meningkatkan efektifitas pengendalian intern penjualan pada PT. 
KHI Pipe Industries. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan 
memastikan bahwa kebijakan yang dibuat oleh PT. KHI Pipe Industries 
tidak bertentangan dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, 
meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penjualan dan 
melakukan perhitungan dengan cara menganalisa unsur harga pokok dan 
unsur keuntungan, membandingkan informasi atau data-data yang didapat 
dengan pelaksanaan tugas oleh karyawan serta manajer bagian penjualan 
yang sebenarnya. Hasilnya pengendalian internal pada PT. KHI Pipe 
Industries sudah berjalan efektif. 
Mukriyadi (2006) menganalisis sistem pengendalian intern atas 
prosedur penerimaan dan pengeluaran kas pada koperasi karyawan sekar 
karnia Pt. Karya Niaga Bersama Malang. Alat analisis yang digunaka 
yaitu dengan menganalisis prosedur penerimaan kas dari penjualan dan 
penerimaan kas dari pembelian, struktur organisasi yang memisahkan 
tanggung jawab fungsional secara tegas, sistem wewenang dan prosedur 
pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap harta 
kekayaan perusahaan dan mendapatkan otorisasi dari pejabat yang 
berwenang, praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
setiap unit organisasi, karyawan yang mutunya sesuai tanggung 
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jawabnya. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern atas 
prosedur penerimaan dan pengeluaran kas dalam struktur organisasi 
belum layak, sistem dan prosedur penerimaan dan pengeluaran belum 
layak, sistem otorisasi dan prosedur sudah layak, praktek yang sehat telah 
dilaksanakan, serta telah dilaksanakannya karyawan yang mutunya sesuai 
tanggung jawabnya. 
Berdasarkan penelitian tersebut ada keterkaitannya dengan 
penelitian yang dilakukan saat ini yaitu sam-sama menilai tentang 
keefektifan pengendalian internal atas prosedur penjualan dan penerimaan 
kas. Hanya saja penelitian sebelumnya lebih difokuskan pada perusahaan 
manufaktur. Penelitian-penelitian tersebut telah membuktikan bahwa 
pengendalian internal yang efektif adalah yang sesuai dengan prosedur 
yang dibuat oleh perusahaan. 
B. Teori dan Tinjauan Pustaka 
1. Koperasi 
a. Pengertian Koperasi 
Menurut Tunggal (2002:1), istilah koperasi berasal dari 
bahasa asing co-operation. (co = bersama, operation = usaha), 
koperasi berarti usaha bersama misalnya Koperasi Unit Desa (KUD) 
artinya usaha bersama masyarakat di satu wiilayah desa, koperasi 
Pegawai Negeri artinya usaha bersama para pegawai negeri. 
Menurut Hatta dalam Arifin Sitio (2001:17) koperasi adalah 
usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi 
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berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong menolong tersebut 
di dorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan 
“seorang buat semua dan semua buat seorang”. 
Menurut UU. No. 17 Tahun 2012, Koperasi adalah badan 
hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum 
Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai 
modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan 
kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai 
dengan nilai dan prinsip Koperasi. Perkoperasian adalah segala 
sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. 
b. Perangkat Organisasi Koperasi 
Dalam UU. No. 17 Tahun 2012, Koperasi mempunyai 
perangkat organisasi Koperasi yang terdiri atas Rapat Anggota, 
Pengawas, dan Pengurus. 
1) Rapat Anggota 
Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam 
Koperasi.Rapat Anggota berwenang : 
a) Menetapkan kebijakan umum Koperasi 
b) Mengubah Anggaran Dasar 
c) Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas dan 
Pengurus 
d) Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan 
dan belanja Koperasi 
8 
 
e) Menetapkan batas maksimum Pinjaman yang dapat 
dilakukan oleh Pengurus untuk dan atas nama Koperasi 
f) Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban 
Pengawas dan Pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-
masing 
g) Menetapkan pembagian Selisih Hasil Usaha 
h) Memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan 
pembubaran Koperasi 
i) Menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan 
oleh Undang-Undang ini 
2) Pengawas 
Pengawas dipilih dari dan oleh Anggota pada Rapat 
Anggota.Pengawas bertugas : 
a) Mengusulkan calon Pengurus 
b) Memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus 
c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan 
pengelolaan Koperasi yang dilakukan oleh Pengurus 
d) Melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota. 
Pengawas berwenang : 
a) Menetapkan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta 
pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan dalam 
Anggaran Dasar 
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b) Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang 
diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait 
c) Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha 
dan kinerja Koperasi dari Pengurus 
d) Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus 
dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan 
dalam Anggaran Dasar 
e) Memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu dengan 
menyebutkan alasannya 
3) Pengurus 
Pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik Anggota maupun 
non-Anggota.  
Pengurus bertugas: 
a) Mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar 
b) Mendorong dan memajukan usaha Anggota 
c) Menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran 
pendapatan dan belanja Koperasi untuk diajukan kepada 
Rapat Anggota 
d) Menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada Rapat Anggota 
e) Menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi 
Koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota 
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f) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris 
secara tertib 
g) Menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan 
efisien 
h) Memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, 
Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat 
Modal Koperasi, dan risalah Rapat Anggota 
i) Melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan 
kemajuan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan 
keputusan Rapat Anggota. 
c. Jenis-Jenis Koperasi 
Koperasi merupakan kumpulan orang-orang dan bukan 
kumpulan modal. Berbagai macam koperasi lahir seirama dengan 
aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Banyaknya 
macam kebutuhan hidup manusia dan usaha untuk memperbaiki 
kehidupan itu telah melahirkan berbagai jenis dan golongan 
koperasi. Akan tetapi dari semua jenis itu pada prinsipnya dapat 
digolongkan kepada koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi 
jasa dan koperasi serba usaha. 
1) Koperasi Konsumsi 
Yaitu koperasi yang mengusahakan kebutuhan sehari-hari. 
Tujuan koperasi konsumsi adalah agar anggota-anggotanya 
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dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang 
baik dan harga yang layak. 
2) Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam 
Yaitu koperasi yang didirikan untuk memberikan kesempatan 
kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan 
mudah dengan ongkos atau biaya yang ringan. Itulah sebabnya 
koperasi ini disebut juga dengan koperasi kredit. 
3) Koperasi Produksi 
Seperti namanya, koperasi produksi bergerak dalam bidang 
ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang, baik yang 
dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang 
anggota koperasi. Contohnya koperasi peternakan sapi perah 
yang memproduksi susu, koperasi pembuatan sepatu yang 
memproduksi sepatu dan lain-lain. 
4) Koperasi Jasa 
Yaitu koperasi yang bergerak pada bidang penyediaan jasa 
tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum. 
Contohnya koperasi angkutan umum, koperasi jasa audit, 
koperasi asuransi Indonesia dan lain-lain. 
5) Koperasi Serba Usaha 
Koperasi Serba Usaha atau lazim juga sebagai Koperasi Unit 
Desa adalah merupakan unit koperasi dengan kegiatan ekonomi 
yang meluas, dan tidak terbatas pada satu bidang saja. 
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2. Pengendalian Internal 
a. Pengertian Pengendalian Internal 
Pengendalian internal yang dikemukakan oleh Mulyadi 
(2016:129) Sistem Pengendalian Internal meliputi struktur 
organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk 
menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data 
akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya 
kebijakan manajemen. Sistem pengendalian internal menekankan 
tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang 
membentuk sistem tersebut. Dengan demikian, sistem pengendalian 
internal tersebut berlaku baik dalam perusahaan yang mengolah 
informasinya secara manual, dengan mesin pembukuan, maupun 
dengan komputer. 
Menurut Hery (2013:159) merupakan seperangkat kebijakan 
dan prosedur untuk melindungi asset atau kekayaan perusahaan dari 
segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya 
informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan 
bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum atau undang-undang 
serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan 
sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. 
Menurut Tunggal (2013:3)Pengendalian internal sebagai 
suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, 
dan personil lain, yang di desain untuk memberikan keyakinan 
13 
 
memadai tentang pencapaian tiga kelompok tujuan yaitu: 
Efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, 
dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 
Bodnar & Hopwood (2006:123) mengemukakan bahwa 
Pengendalian Internal merupakan satu proses yang dipengaruhi oleh 
dewan direksi perusahaan, manajemen, dan personel lain – yang 
dirancang untuk memberikan jaminan yang masuk akal terkait 
dengan tercapainya tujuan pengendalian internal tersebut. 
Dalam suatu perusahaan pengendalian internal sangat 
penting. Baik buruknya suatu perusahaan akan terlihat dari 
pengendalian internalnya, karena jika pengendalian internalnya 
lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidak akuratan 
ataupun kecurangan dalam perusahaan sangat besar. 
b. Komponen Pengendalian Internal 
Menurut model COSO dalam Sawyer (2005:61) terdiri atas 
lima komponen kontrol internal, yaitu: 
1) Lingkungan Pengendalian 
Komponen ini meliputi sikap manajemen di semua tingkatan 
terhadap operasi secara umum dan konsep control secara 
khusus. Hal ini mencakup: 
a) Komunikasi dan Penegakan Integritas dan Nilai-Nilai Etika 
b) Komitmen Terhadap Kompetensi 
c) Partisipasi Dewan Direksi dan Komite Audit 
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d) Filosofi Manajemen dan Gaya Operasi 
e) Struktur Organisasi 
f) Penugasan Wewenang dan Tanggungjawab 
g) Kebijakan Sumber Daya Manusia dan Prosedur 
2) Penilaian Resiko 
Komponen ini telah menjadi bagian dari aktivitas audit internal 
yang terus berkembang. Penentuan risiko mencakup penentuan 
risiko di semua aspek organisasi dan penentuan kekuatan 
organisasi melalui evaluasi risiko. COSO juga menambahkan 
pertimbangan tujuan di semua bidang operasi untuk memastikan 
bahwa semua bagian organisasi bekerja secara harmonis. 
3) Aktivitas Pengendalian 
Komponen ini mencakup aktivitas-aktivitas yang dulunya 
dikaitkan dengan konsep control internal. Aktivitas-aktivitas ini 
meliputi: 
a) Pemisahan tugas 
b) Sistem Otorisasi 
c) Tanggungjawab dan Kewenangan 
d) Pendokumentasian 
Aktivitas-aktivitas tersebut harus dievaluasi risikonya untuk 
organisasi secara keseluruhan. 
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4) Informasi dan Komunikasi 
Kompenen ini merupakan bagian penting dari proses 
manajemen. Manajemen tidak dapat berfungsi tanpa informasi. 
Komunikasi informasi tentang operasi kontrol internal 
memberikan substansi yang dapat digunakan manajemen untuk 
mengevaluasi efektivitas control dan untuk mengelola 
operasinya. 
5) Pengawasan 
Pengawasan merupakan evaluasi rasional yang dinamis atas 
informasi yang diberikan pada komunikasi informasi untuk 
tujuan manajemen kontrol. Kegiatan ini meliputi: praktik yang 
sehat dan tingkat kecakapan karyawan. 
c. Komponen Aktivitas Pengendalian Internal 
Komponen aktivitas pengendalian internal menurut James A. Hall 
(2007:191) terdiri dari : 
1) Otorisasi Transaksi 
Tujuan dari otorisasi transaksi adalah untuk memastikan bahwa 
semua transaksi yang diproses oleh sistem informasi valid dan 
sesuai dengan tujuan pihak manajemen. Otorisasi dapat bersifat 
umum atau khusus. 
2) Pemisahan Tugas 
Salah satu aktivitas pengendalian yang paling penting adalah 
pemisahan tugas karyawan untuk meminimalkan fungsi yang 
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tidak boleh disatukan. Pemisahan tugas dapat berupa berbagai 
bentuk, tergantung pada berbagai kewajiban tertentu yang akan 
dikendalikan. 
3) Supervisi 
Mengimplementasikan pemisahan tugas secara memadai 
mensyaratkan agar perusahaan mempekerjakan karyawan dalam 
jumlah yang cukup banyak. mencapai pemisahan fungsi yang 
memadai seringkali menimbulkan kesulitan bagi perusahaan 
kecil. Oleh karenanya, dalam perusahaan kecil atau dalam 
berbagai area fungsional yang kekurangan personel, pihak 
manajemen harus menyeimbangkan ketidak beradaan 
pengendalian pemisahan melalui supervisi. 
4) Catatan Akuntansi 
Catatan akuntansi perusahaan terdiri atas dokumen sumber, 
jurnal, dan buku besar. Berbagai catatan ini menangkap esensi 
ekonomi dari berbagai transaksi dan menyediakan jejak audit 
berbagai peristiwa ekonomi. Jejak audit memungkinkan auditor 
menelusuri transaksi apa saja melalui semua tahapan 
pemrosesannya, dari awal peristiwa hingga laporan keuangan. 
5) Pengendalian Akses 
Tujuan dari pengendalian akses adalah untuk memastikan 
bahwa hanya personel yang sah saja yang memiliki akses ke 
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aktiva perusahaan. Akses tidak sah akan mengekspos aktiva ke 
penyalahgunaan, kerusakan, dan pencurian. 
6) Verifikasi Independen 
Prosedur verifikasi adalah pemeriksaan independen sistem 
akuntansi untuk mengidentifikasi kesalahan dan kesalahan 
penyajian. Verifikasi berbeda dengan supervisi karena terjadi 
setelah fakta oleh seseorang yang tidak secara langsung terlibat 
dalam transaksi atau pekerjaan yang diverifikasi. 
d. Unsur-unsur Pengendalian Internal 
Dalam setiap transaksi penjualan diperlukan pengendalian 
yang baik untuk mengurangi resiko kerugian serta menghindari 
kecurangan pada aktiva perusahaan, maka dalam sistem penjualan 
dirancang unsur pengendalian intern. Menurut Mulyadi (2001: 221), 
unsur-unsur pokok sistem pengendalian internal: 
1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab 
fungsional secara tepat. 
2) Sistem pemberi wewenang dan prosedur pencatatan yang dapat 
memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, 
hutang, pendapatan dan biaya. 
3) Praktik yang sehat dala melaksanakan tugas dan fungsi setiap 
unit organisasi. 
4) Karyawan yang mempunyai kualitas sesuai dengan tanggung 
jawabnya. 
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e. Sifat-Sifat Pengendalian Internal 
Sifat-sifat pengendalian internal menurut Bambang Hartadi 
(1990:14) ada lima sifat sistem pengendalian internal yang dapat 
dipercaya yaitu: 
1) Kualitas karyawan sesuai dengan tanggung jawabnya. 
2) Rencana organisasi yang memberi pemisahan tanggung jawab 
fungsi secara layak 
3) Sistem pemberian wewenang, tujuan dan teknik, dan 
pengawasan yang wajar untuk mengadakan pengendalian atas 
aktiva, utang, penghasilan, dan biaya. 
4) Pengendalian terhadap penggunaan aktiva dan dokumen serta 
formulir yang penting. 
5) Perbandingan catatan-catatan aktiva dan utang dengan yang 
senyatanya ada dan mengadakan tindakan koreksi bila ada 
perbedaan. 
f. Tujuan Pengendalian Internal 
Dalam pengendalian internal memiliki beberapa tujuan, 
menurut Mulyadi (2001 : 164) diuraikan tujuan pokok dari 
pengendalian internal, yaitu: 
1) Menjaga kekayaan organisasi 
Pengendalian internal digunakan untuk mencegah kerugian atau 
pemborosan pengelolaan sumber daya perusahaan. Dengan 
demikian kekayaan organisasi akan selalu terjaga. 
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2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi 
Pengendalian internal digunakan untuk pemeriksaan secara 
periodic dan sistematis terhadap keandlan dan ketelitian 
akuntansi. 
3) Mendorong efisiensi 
Pengendalian internal digunakan untuk menyediakan informasi 
tentang kinerja perusahaan dan manajemen perusahaan serta 
menyediakan informasi yang akan digunakan sebagai pedoman 
dalam perusahaan. 
4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 
Pengendalian internal digunakan untuk menyediakan 
seperangkat peraturan lengkap dengan sanksinya. Tetapi 
pengendalian internal yang baik akan mampu mendorong setiap 
personal untuk dapat mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan 
dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelaksanaan 
pengendalian internal di dalam perusahaan. 
Menurut Hery (2013:160) tujuan dari pengendalian internal 
tidak lain adalah untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa: 
1) Aset yang dimiliki perusahaan telah diamankan sebagaimana 
mestinya dan hanya digunakan untuk kepentingan perusahaan 
semata, bukan untuk kepentingan individu (perorangan) oknum 
karyawan tertentu. Dengan demikian, pengendalian internal 
diterapkan agar supaya seluruh asset perusahaan dapat 
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terlindungi dengan baik dari tindakan penyelewengan, 
pencurian, dan penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan 
wewenangnya dan kepentingan perusahaan. 
2) Informasi akuntansi perusahaan tersedia secara akurat dan dapat 
diandalkan. Ini dilakukan dengan cara memperkecil resiko baik 
atas salah saji laporan keuangan yang disengaja (kecurangan) 
maupun yang tidak disengaja (kelalaian). 
3) Karyawan telah mentaati hukum dan peraturan. 
3. Prosedur 
a. Pengertian Prosedur 
Mulyadi (2013:5) menyatakan bahwa prosedur adalah suatu 
urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam 
suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin 
penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi 
berulang-ulang. 
Menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2010:23) 
prosedur adalah serangkaian langkah/kegiatan klerikal yang 
tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci 
dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan. 
Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan 
rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu 
atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu 
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kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan 
dilaksanakan secara beragam. 
Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan 
bahwa yang dimaksud dengan prosedur adalah serangkaian kegiatan 
yang dilakukan perusahaan untuk menjamin agar kegiatan dalam 
perusahaan tersebut tetap berjalan dengan baik. 
4. Kas 
a. Pengertian Kas 
Salah satu aktiva yang menunjang peranan penting dalam 
perkembangan perusahaan adalah kas. Kas adalah semua mata uang 
kertas dan logam, baik mata uang dalam negeri maupun mata uang 
luar negeri, serta surat-surat yang mempunya sifat seperti mata uang 
yaitu sifat depat segera di pergunakan untuk melakukan 
pembayaran-pembayaran pada setiap saat dikehendaki. 
Menurut Soemarso (2009:296) kas adalah segala sesuatu 
(baik yang berbentuk uang/bukan) yang dapat tersedia dengan 
segera dan diterima sebagai alat pelunasan kewajiban pada nilai 
nominalnya. 
b. Sistem Penerimaan kas 
Menurut Soemarso (2009:289) Penerimaan kas adalah suatu 
transaksi yang menimbulkan bertambahnya saldo kas dan bank 
milik perusahaan yang diakibatkan adanya penjualan kecil produksi, 
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penerimaan piutang maupun hasil transaksi lainnya yang 
menyebabkan bertambahnya kas. 
Menurut Mulyadi (2016:379) Penerimaan kas perusahaan 
berasal dari dua sumber utama, yaitu: penerimaan kas dari penjualan 
tunai dan penerimaan kas dari penagihan piutang. 
c. Sistem Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai 
Penjualan tunai dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara 
mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang terlebih 
dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan penjual kepada 
pembeli. Setelah uang diterima oleh perusahaan, barang kemudian 
diserahkan kepada pembeli dan transaksi penjualan tunai kemudian 
dicatat oleh perusahaan (Mulyadi, 2016:379) 
Sumber penerimaan kas terbesar suatu perusahaan dagang, 
seperti toko buku, berasal dari transaksi penjualan tunai. 
Berdasarkan sistem pengendalian internal yang baik, sistem 
penerimaan kas dari penjualan tunai mengharuskan: 
1) Penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera disetorkan ke 
bank seluruhnya dengan cara melibatkan pihak lain selain kasir 
untuk melakukan internal check. 
2) Penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui transaksi 
kartu kredit, yang melibatkan bank penerbit kartu kredit dalam 
pencatatan transaksi penerimaan kas. 
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d. Fungsi yang Terkait 
Fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari penjualan 
tunai (Mulyadi, 2016:385) adalah: 
1) Fungsi Penjualan 
Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini 
bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli. Mengisi 
faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada 
pembeli untuk kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi 
kas. Dalam struktur organisasi fungsi ini berada di tangan 
bagian order penjualan. 
2) Fungsi Kas 
Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini 
bertanggung jawab atas penerimaan kas dari pembeli. Dalam 
struktur organisasi fungsi ini berada di tangan bagian kasa. 
3) Fungsi Gudang 
Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini 
bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh 
pembeli, serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi 
pengiriman. Dalam struktur organisasi fungsi ini berada di 
tangan bagian gudang. 
4) Fungsi Pengiriman 
Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini 
bertanggung jawab untuk membungkus barang dan 
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menyerahkan barang yang telah dibayar harganya kepada 
pembeli. Dalam struktur organisasi fungsi ini berada di tangan 
bagian pengiriman. 
5) Fungsi Akuntansi 
Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini 
bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan 
penerimaan kas dan pembuat laporan penjualan. Dalam struktur 
organisasi fungsi ini berada di tangan bagian jurnal. 
e. Dokumen yang digunakan 
Dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari 
penjualan tunai (Mulyadi, 2016:386) adalah: 
1) Faktur Penjualan Tunai 
Dokumen ini digunakan untuk merekam berbagai informasi 
yang diperlukan oleh manajemen mengenai penjualan tunai. 
2) Pita Register Kas (cash register tape) 
Dokumen ini merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan 
oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur 
prnjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan. 
3) Credit Card Sales Slip 
Dokumen ini diisi oleh fungsi kas dan berfungsi sebagai alat 
untuk menagih uang tunai dari bank yang mengeluarkan kartu 
kredit, untuk transaksi penjualan yang telah dilakukan kepada 
pemegang kartu kredit. 
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4) Bill of Lading 
Dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari 
perusahaan penjualan barang kepada perusahaan angkutan 
umum. 
5) Faktur Penjualan COD 
Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan COD. 
6) Bukti Setor Bank 
Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran 
kas ke bank. 
7) Rekapitulasi Beban Pokok Penjualan 
Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas 
harga pokok produk yang dijual selama satu periode (misalnya 
satu bulan). 
f. Prosedur Penerimaan Kas 
Menurut Mulyadi (2001:469), prosedur penerimaan kas dari 
penjualan tunai adalah sebagai berikut: 
1) Prosedur order penjualan 
2) Prosedur penerimaan kas 
3) Prosedur penyerahan barang 
4) Prosedur pencatatan penjualan tunai 
5) Prosedur penyetoran kas ke bank 
6) Prosedur pencatatan penerimaan kas 
7) Prosedur pencatatan harga pokok penjualan 
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5. Penjualan 
a. Pengertian Penjualan 
Pengertian penjualan sama dengan pendapatan, menurut IAI 
(2007) yang dimaksud dengan penjualan atau pendapatan adalah 
sebagai berikut: “Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat 
ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan pada suatu 
periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang 
tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”. 
Sedangkan Mulyadi (2002) mendefinisikan: “Penjualan 
adalah rangkaian transaksi penjualan atau jasa baik secara kredit 
maupun tunai. Penjualan merupakan proses berpindah suatu hak 
atas barang atau jasa untuk mendapatkan sumber daya lainnya 
seperti kas atau jasa untuk membayar piutang”. 
Menurut Mulyadi (2002), yang dimaksud dengan fungsi 
penjualan adalah sebagai berikut: “Fungsi penjualan bertanggung 
jawab untuk menerima surat order dari pembeli, mengedit order dari 
pelanggan, meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal 
pengiriman dan mengisi surat order pengiriman”. 
b. Unsur-Unsur Pengendalian Internal Penjualan 
Unsur pengendalian internal dalam penjualan menurut Mulyadi 
(2001:221) adalah sebagai berikut: 
1) Struktur Organisasi 
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a) Transaksi penjualan tunai harus dilakukan oleh bagian order 
pejualan, bagian kasa, bagian pembungkus, dan bagian 
akuntansi. 
b) Tidak ada satupun transaksi penjualan terjadi hanya 
dilaksanakan secara keseluruhan oleh salah satu bagian 
tersebut diatas. 
2) Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan 
a) Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh bagian order 
penjualan dengan menggunakan faktur penjualan tunai. 
b) Penerimaan kas diotorisasi oleh bagian kasa dengan cara 
membubuhkan cap “Lunas” pada faktur penjualan tunai dan 
dilampirkan dengan dokumen lengkap. 
c) Penyerahan barang ke pembeli diotorisasi oleh bagian 
pembungkus dengan cara membubuhkan cap “Sudah 
diserahkan” pada faktur penjualan tunai. 
d) Pencatatan ke dalam catatan jurnal dan buku pembantu 
persediaan barang diotorisasi oleh bagian akuntansi dengan 
cara membubuhkan paraf pada faktur penjualan tunai. 
3) Praktik yang sehat 
a) Faktur penjualan tunai bernomor urut cetak dan 
penggunaannya dipertanggung-jawabkan oleh bagian order 
penjualan. 
28 
 
b) Jumlah kas yang diterima dari hasil penjualan tunai disetor 
seluruhnya ke bank pada hari yang sama atau hari kerja 
berikutnya. 
c) Perhitungan saldo kas yang ada ditangan fungsi kas secara 
periodik dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksa 
internal dan dibandingkan dengan seluruh jumlah faktur 
penjualan tunai. Perhitungan kas secara periodic dan secara 
mendadak akan mengurangi resiko penggelapan kas yang 
diterima oleh kasir. 
d) Secara periodic dilakukan perhitungan fisik barang dan 
dibadingkan dengan jumlah yang tertera pada kartu 
persediaan barang. 
4) Karyawan yang cakap 
a) Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang 
dituntut oleh pekerjaannya. 
b) Pengembangan pendidikan karyawan menjadi karyawan 
perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan 
pekerjaannya. 
c. Prosedur Penjualan 
Menurut Mulyadi (2002) berpendapat bahwa: “Prosedur 
adalah urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang 
dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin 
penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi 
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berulang-ulang”. Dalam prosedur penjualan ada beberapa tahap 
yaitu: 
1) Prosedur Order Penjualan
2) Prosedur persetujuan kredit
3) Prosedur pengiriman
4) Prosedur penagihan
5) Prosedur pencatatan piutang
6) Prosedur distribusi penjualan
7) Prosedur pencatatan harga pokok penjualan.
